GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG '
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47235) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23° Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lermbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} scbagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pcmerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilavah Nasional {Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042};
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagail
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pcncapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pcrubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



Menetapkan

18. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2045

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah  Provinsi
Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Selatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

.C)l

sclanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD  adalah  dokumen

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode S5 (lma} tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

jabatan Gubernur,

. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

5 (lima} tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu} tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumcn
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

BAB 1II
KEDUDUKAN RPJPD

Pasal 2
RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemcrintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan
melaksanakan pembangunan selama periode 20 (dua
puluh) tahun.
RPJPD Tahun 2025-2045, disusun berdasarkan visi, misi,
arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

o
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RPJPD scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) menjadi

pedoman bagi:

a. calon Kepala Daerah dalam perumusan visi, misi, dan
Program,;

b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD; dan

c. penyusunan RPJPD Kabupaien/Kota.

BAB 111
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 3

Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-
2045, scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I . PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB II1 : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV  : VISI DAN MISI DAERAH
BABV : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN

POKOK
BAB VI : PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RPJPD
Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD mencakup
pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk
mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka
panjang daerah Provinsi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah int mulai berlaku Peraturan

Daerah Nomor

17  Tahun 2007

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17), dicabut dan
dinyatakan tidak belaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan
dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.

Agar  setiap

orang

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1x Yagember 2024

SEKRETARIS DARRAH
PROVINSI SUMATERX SELATAN,

EDWARD CANDRA

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Begemd

Pj. GUBERNUR SU

2024
ERA SELATAN,

ELEN SETIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (7326 /2024 )



